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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1    Hasil Pegolahan dan Analisis Data
Untuk menerangkan hasil penelitian ini maka penulis mendeskripsikan mengenai objek penelitian yang diteliti dan menganalisis tanggapan narasumber terhadap variabel penelitian. 

4.1.1  Profil Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung

1.  Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat,Hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemrintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.  Pemerintah Desa adalah penyelenggara unsur Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.  Pemerintah Desa terdiri Kepala Desa dan Perangkat Desa
4.  Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
5.  Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melakukan tugas dari Pemeintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6.  Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa untuk menyelanggarakan Pemerintah Desa.
7.  Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa,dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan

Desa Sumbersari adalah salah satu desa dari 14 desa yang ada diwilayah  Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dan Desa Sumbersari adalah merupakan hasil pemekaran dari Desa Ciparay pada tahun 1978.  
          Desa   Sumbersari  Di resmikan/dtetapkan   pada  hari Selasa  tanggal 6 Juni 1978 .Kata Sumbersari berasal dari    2 ( dua ) kata yaitu : Sumber dan Sari , Sumber adalah  diartikan pusat atau sentral ,sari adalah rasa, maka di sesuaikan dengan Desa Sumbersari,  adalah  Mayoritas/Paling luas areal pertanian sehingga sebagian besar  masyarakatnya bercocok tanam padi .

4.1.1.1 Geografis Desa Sumbersari
 
Desa Sumbersari mempunyai luas    : 862.10 Ha, 
Dengan batas-batas wilayah :
 
	- Sebelah Utara
	:
	Desa Tegalluar & Desa Bojong Emas

	- Sebelah Timur
	:
	Desa Rancakasumba & Desa Ciparay

	- Sebelah Selatan
	:
	Desa Ciparay,Desa Sarimahi,Serangmekar

	- Sebelah Barat
	:
	Desa Warga Mekar Kecamatan Baleendah


Wilayah Desa Sumbersari dibagi kedalam 3 ( tiga ) Dusun ,   tiga belas ( 13 ) Rukun Warga dan  Tujuh puluh  (70) Rukun Tetangga.
 
4.1.1.2  Visi Dan Misi Desa Sumbersari

 V I S I
     Visi Desa Sumbersari Meningkatkan kesejahtraan masyarakat melalui gerak Pembangunan yang didasari Keagamaan,Keamanan,Keadilan dan Menumbuhkembangkan Solidaritas masyarakat dalam kegotong royongan serta kekeluargaan,Gerakan Sabilulungan Raksa Desa
 
 M I S I
1. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Desa  beserta jajarannya yang berkualitas dalam rangka meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat
2. Memelihara kesolehan masyarakat yang beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Mengembangkan budaya disiplin kerjasama kegotongroyongan dan kekeluargaan masyarakat Gerakan Sabilulungan Raksa Desa
4. Meningkatkan sektor pertanian sebagai Lumbung padi dalam mengembangkan Usaha masyarakat dan meningkatkan kesejahtraan petani.
5. Menciptakan lingkungan yang nyaman aman sejahtera dan indah dengan suasana hidup yang Harmonis dan Kondusif.
Membina dan memberikan motivasi terhadap kelembagaan yang ada sebagai upaya meningkatkan dan melanjutkan pembangunan diwilayah Dusun dan RW Se-Desa Sumbersari.


4.1.1.3  Perkembangan Kependudukan
	A. Jumlah Penduduk

	Jumlah
	Jenis Kelamin

	
	Laki-laki
	Perempuan

	Jumlah penduduk tahun ini
	8521 orang
	8233 orang

	Jumlah penduduk tahun lalu
	8306 orang
	8044 orang

	Persentase perkembangan
	2.59 %
	2.35 %




	B. Jumlah Keluarga

	Jumlah
	KK Laki-laki
	KK Perempuan
	Jumlah Total

	Jumlah Kepala Keluarga tahun ini
	4941 KK
	391 KK
	5332 KK

	Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu
	4503 KK
	685 KK
	5188 KK

	Prosentase Perkembangan
	9.73 %
	-42.92 %
	


4.1.1.1.4  Ekonomi Masyarakat
	A. Pengangguran

	1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)
	1451 orang

	2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja
	1955 orang

	3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga
	4179 orang

	4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh
	4899 orang

	5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu
	4168 orang

	6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja
	96 orang

	7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja
	1 orang




	B. Kesejahteraan Keluarga

	1. Jumlah keluarga prasejahtera
	2120 keluarga

	2. Jumlah keluarga sejahtera 1
	3176 keluarga

	3. Jumlah keluarga sejahtera 2
	22 keluarga

	4. Jumlah keluarga sejahtera 3
	12 keluarga

	5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus
	0 keluarga

	6. Total jumlah kepala keluarga
	5330 keluarga




4.1.1.5  Kesehatan Masyarakat
	A. Kualitas Ibu Hamil

	Jumlah ibu hamil
	363 orang

	Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu
	150 orang

	Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas
	200 orang

	Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit
	3 orang

	Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek
	0 orang

	Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek
	100 orang

	Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih
	0 orang

	Jumlah kematian ibu hamil
	0 orang

	Jumlah ibu hamil melahirkan
	120 orang

	Jumlah ibu nifas
	120 orang

	Jumlah kematian ibu nifas
	1 orang

	Jumlah ibu nifas hidup
	119 orang

	 
	 

	B. Kualitas Bayi
	 

	Jumlah keguguran kandungan
	0 orang

	Jumlah bayi lahir
	120 orang

	Jumlah bayi lahir mati
	6 orang

	Jumlah bayi lahir hidup
	114 orang

	Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan
	6 orang

	Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan
	0 orang

	Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg
	0 orang

	Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental
	0 orang

	 
	 

	C. Kualitas Persalinan

	Tempat Persalinan

	Tempat persalinan Rumah Sakit Umum
	0 unit

	Tempat persalinan Rumah Bersalin
	0 unit

	Tempat persalinan Puskesmas
	1 unit

	Tempat persalinan Polindes
	1 unit

	Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak
	0 unit

	Tempat persalinan rumah praktek bidan
	4 unit

	Tempat praktek dokter
	0 unit

	Rumah dukun
	15 unit

	Rumah sendiri
	0 unit

	 
	 

	Pertolongan Persalinan

	Jumlah Persalinan ditolong Dokter
	50 tindakan

	Jumlah persalinan ditolong bidan
	45 tindakan

	Jumlah persalinan ditolong perawat
	0 tindakan

	Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin
	2 tindakan

	Jumlah persalinan ditolong keluarga
	0 tindakan

	 
	 

	D. Cakupan Imunisasi

	Jumlah Bayi usia 2 bulan
	22 orang

	Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1
	22 orang

	Jumlah bayi usia 3 bulan
	30 orang

	Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2
	30 orang

	Jumlah bayi usia 4 bulan
	19 orang

	Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3
	19 orang

	Jumlah bayi 9 bulan
	6 orang

	Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak
	6 orang

	Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar
	6 orang

	 
	 

	E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB

	Pasangan Usia Subur

	Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun
	966 orang

	Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun
	1.136 orang

	Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun
	0 orang

	Jumlah pasangan usia subur
	1.522 pasangan

	 
	 

	Keluarga Berencana

	Jumlah akseptor KB
	1.522 orang

	Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik
	1.062 orang

	Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral
	220 orang

	Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom
	0 orang

	Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil
	233 orang

	Jumlah pengguna metode vasektomi
	7 orang

	Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi
	0 orang

	Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah
	0 orang

	Jumlah pengguna metode KB obat tradisional
	0 orang

	Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx
	0 orang

	Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB
	0 orang

	 
	 

	F. Wabah Penyakit

	Muntaber

	Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini
	0 kejadian

	Jumlah yang meninggal
	0 kejadian

	 
	 

	Demam berdarah

	Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini
	0 kejadian

	Jumlah yang meninggal
	0 kejadian

	 
	 

	Kolera

	Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini
	0 kejadian

	Jumlah yang meninggal
	0 kejadian

	 
	 

	Polio

	Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini
	0 kejadian

	Jumlah yang meninggal
	0 kejadian

	 
	 

	Cikungunya

	Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini
	3 kejadian

	Jumlah yang meninggal
	0 kejadian

	 
	 

	Flu burung

	Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini
	0 kejadian

	Jumlah yang meninggal
	0 kejadian

	 
	 

	Busung lapar

	Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini
	0 kejadian

	Jumlah yang meninggal
	0 kejadian

	 
	 

	Kelaparan

	Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini
	0 kejadian

	Jumlah yang meninggal
	0 kejadian

	 
	 

	Ispa

	Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini
	0 kejadian

	Jumlah yang meninggal
	0 kejadian

	 
	 

	 
	 

	G. Angka Harapan Hidup

	Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan
	0,00 Tahun

	Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota
	0,00 Tahun

	Angka Harapan Hidup Provinsi
	0,00 Tahun

	Angka harapan Hidup Nasional
	0,00 Tahun

	 
	 

	H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih

	1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali
	0 Keluarga

	2. Jumlah keluarga pelanggan PAM
	0 Keluarga

	3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan
	0 Keluarga

	4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa
	0 Keluarga

	5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran
	0 Keluarga

	6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum
	0 Keluarga

	7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai
	0 Keluarga

	8. Jumlah keluarga menggunakan embung
	0 Keluarga

	9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air
	0 Keluarga

	10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut
	0 Keluarga

	11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas
	0 Keluarga

	Total jumlah keluarga
	0 Keluarga

	 
	 

	I. Perilaku hidup bersih dan sehat

	Kebiasaan buang air besar
	 

	Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat
	0 Keluarga

	Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan
	0 Keluarga

	Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan
	0 Keluarga

	Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum
	0 Keluarga

	 
	 

	Pola makan

	Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali
	

	Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali
	

	Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali
	

	Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali
	

	Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali
	

	 
	 

	Kebiasaan berobat bila sakit

	Dukun Terlatih
	

	Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu
	

	Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif
	

	Paranormal
	

	Obat tradisional dari keluarga sendiri
	

	Tidak diobati
	

	 
	 

	J. Status Gizi Balita

	Jumlah Balita
	1.398 orang

	Jumlah Balita bergizi buruk
	0 orang

	Jumlah Balita bergizi baik
	1.398 orang

	Jumlah Balita bergizi kurang
	0 orang

	Jumlah Balita bergizi lebih
	0 orang

	 
	 




	K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini

	Jenis penyakit
	Jumlah penderita
	Di rawat di

	Jantung
	8 orang
	Rumah sakit

	Paru-paru
	7 orang
	Rumah sakit

	Stroke
	12 orang
	Rumah sakit

	Diabetes Melitus
	18 orang
	Rumah sakit

	Asma
	0 orang
	Rumah




	L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat

	Jumlah MCK Umum
	5 unit

	Jumlah Posyandu
	15 unit

	Jumlah kader Posyandu aktif
	127 orang

	Jumlah pembina Posyandu
	1 orang

	Jumlah Dasawisma
	140 Dasawisma

	Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif
	94 orang

	Jumlah kader bina keluarga balita aktif
	20 orang

	Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif
	0 orang

	Buku rencana kegiatan Posyandu
	Diisi

	Buku data pengunjung Posyandu
	Diisi

	Buku kegiatan pelayanan Posyandu
	Diisi

	Buku administrasi Posyandu lainnya
	7 jenis

	Jumlah kegiatan Posyandu
	5 jenis

	Jumlah kader kesehatan lainnya
	0 orang

	Jumlah kegiatan pengobatan gratis
	0 jenis

	Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN
	1 jenis

	Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan
	2 jenis

	Lainnya
	7 jenis

	 
	 





















4.1.1.6  Peta Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay :
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4.1.1.7 Struktur Organisasi Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay :
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Pemerintahan desa/kelurahan mempunyai peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Kajian melalui studi 
pustaka, tulisan ini mengungkapkan penanggulangan kemiskinan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). 
Secara khusus kajian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang: kemiskinan dalam perspektif pekerjaan 
sosial, situasi kemiskinan di Indonesia, upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, 
penanggulangan kemiskinan melalui Puskesos. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Miskin pada ketentuan umum, denisi Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai 
sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan 
memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah 
upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat 
dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi 
kebutuhan dasar setiap warga negara. Salah satu bentuk dari mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin 
tercapainya  penggunaan  sumber  daya  secara  esien,  efektif,  berkeadilan  dan  berkelanjutan  dengan  turut  sertanya 
peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa/
kelurahan. Puskesos berkedudukan sebagai lini terdepan yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, 
yaitu aksesbilitas layanan sosial, pelayanan sosial untuk rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi, serta penyedia data 
dan informasi. 
Pemerintahan desa/kelurahan mempunyai peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Kajian melalui studi 
pustaka, tulisan ini mengungkapkan penanggulangan kemiskinan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). 
Secara khusus kajian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang: kemiskinan dalam perspektif pekerjaan 
sosial, situasi kemiskinan di Indonesia, upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, 
penanggulangan kemiskinan melalui Puskesos. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Miskin pada ketentuan umum, denisi Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai 
sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan 
memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah 
upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat 
dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi 
kebutuhan dasar setiap warga negara. Salah satu bentuk dari mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin 
tercapainya  penggunaan  sumber  daya  secara  esien,  efektif,  berkeadilan  dan  berkelanjutan  dengan  turut  sertanya 
peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa/
kelurahan. Puskesos berkedudukan sebagai lini terdepan yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, 
yaitu aksesbilitas layanan sosial, pelayanan sosial untuk rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi, serta penyedia data 
dan informasi. 
Pemerintahan desa/kelurahan mempunyai peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Kajian melalui studi 
pustaka, tulisan ini mengungkapkan penanggulangan kemiskinan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). 
Secara khusus kajian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang: kemiskinan dalam perspektif pekerjaan 
sosial, situasi kemiskinan di Indonesia, upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, 
penanggulangan kemiskinan melalui Puskesos. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Miskin pada ketentuan umum, denisi Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai 
sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan 
memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah 
upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat 
dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi 
kebutuhan dasar setiap warga negara. Salah satu bentuk dari mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin 
tercapainya  penggunaan  sumber  daya  secara  esien,  efektif,  berkeadilan  dan  berkelanjutan  dengan  turut  sertanya 
peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa/
kelurahan. Puskesos berkedudukan sebagai lini terdepan yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, 
yaitu aksesbilitas layanan sosial, pelayanan sosial untuk rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi, serta penyedia data 
dan informasi. 



4.1.1.8 Pusat Kesejateraan Sosial Desa Sumbersari

Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi dan upaya memfokuskan kembali pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial di desa/kelurahan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan di Desa Sumbersari, Kabupaten Bandung .Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pusat Kesejahteraan Sosial yang hanya ditumbuhkan oleh Kementerian Sosial RI ditiap Desa ada Puskesos tersebar di seluruh Desa Se Indonesia. Berkembangnya Pusat Kesejahteraan Sosial didukung juga dengan pembiayaan dana desa dan pemerintah daerah. Pelayanan yang diberikan Pusat Kesejahteraan Sosial berupa pemutakhiran data, menangani dan menyelesaikan keluhan dan melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin. Jika keluhan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh Pusat Kesejahteraan Sosial maka akan dirujuk kepada pengelola layanan sosial di desa/kelurahan atau di kabupaten/kota melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu. Keluhan penduduk miskin dan rentan miskin melalui Pusat Kesejahteraan Sosial lebih banyak dapat diselesaikan atau dirujuk ke program yang dikelola oleh desa, pemerintah daerah, masyarakat maupun swasta dibanding dengan penyelesaian yang dilakukan oleh program Kementerian Sosial RI. Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial hanya terfokus pada upaya perlindungan dan penanggulangan kemiskinan, ada pembatasan sasaran penerima manfaat yaitu hanya warga miskin dan rentan miskin dengan layanan cenderung pengurusan administrasi penduduk miskin dan rentan miskin. Penelitian ini merekomendasikan agar Pusat Kesejahteraan Sosial memfokuskan kembali dengan cara tidak hanya melayani warga miskin dan rentan miskin serta tidak hanya fokus pada penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial akan tetapi juga rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Pada Tahun 2018 turunyya Program Pemerintah yaitu Bantuan Pangan Non Tunai Sembako untuk Kesehatan Gizi Masyarakat bagi Keluarga Penerima Manfaat Pra Sejahtera.
Deskripsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pusat Kesejahteraan Sosial ( Puskesos) di Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay Sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan,disebutkan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosialkabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untukmelaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan dikecamatan. 
1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi TKSK Kecamatan Ciparay 
a. Kedudukan TKSK berkedudukan di tingkat kecamatan yang mempunyai wilayah kerjadi satu wilayah kecamatan yangmeliputi desa atau kelurahan. 
b. Tugas Secara umum, tugas TKSK di dalam penyelenggaraankesejahteraan sosial meliputi :
 1) Melakukan pemetaan sosial berupa pendataanPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)dan/atau data dan informasi lainnya yangdibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraansosial; 
2) Melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota,dan kecamatan; 
3) Melakukan koordinasi dengan PSKS dan sumberdaya manusia kesejahteraan sosial lainnya dalampenyelenggaraan kesejahteraan sosial; 
4) Melakukan sinergi, integrasi, dan sinkronisasidengan camat dan/atau perangkat organisasidibawahnya antara penyelenggara kesejahteraansosial 50 dan penyelenggara tugas umumpemerintahan dan/atau pemberdayaan masyarakatdi tingkat kecamatan;
 5) Melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif sendiri maupun ataspenugasan dari berbagai pihak; dan 
6) Mengembangkan partisipasi sosial masyarakat danjejaring kerja dengan berbagai pihak dalampenyelenggaraan kesejahteraan sosial. 
c. Tujuan Tujuan pembentukan dan penugasan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) meliputi: 
1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkatkecamatan;
 2) Terwujudnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraansosial di tingkat kecamatan; dan 
3) Terjalinnya kerja sama dan sinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan program-program pembangunan lainnya ditingkat kecamatan dan diturunkan kepada Pusat Kesejahtraan Sosial (Puskesos) Desa Sumbersari dibidang Bantuan Pangan non tunai (BPNT) Sembako.
2.3 Badan usaha milik desa
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. Lembaga ini digadang-gadang sebagai kekuatan yang akan bisa mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa. Badan usaha milik desa harus lahir atas kehendak seluruh warga desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Musdes adalah forum tertinggi melahirkan berbagai keputuan utama dalam Badan usaha milik desa mulai dari nama lembaga, pemilihan pengurus hingga jenis usaha yang bakal dijalankan. Dalam proses ini setidaknya ada dua pertemuan besar yang melibatkan seluruh elemen penting warga desa secara perwakilan. Yang pertama adalah sosialisasi dan pembentukan tim yang bertugas mengawal seluruh proses pembentukan dan pertemuan kedua untuk melahirkan berbagai keputusan final. Seluruh proses ini tentu saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa sebagai penyelenggaranya. Apakah setelah Badan usaha milik desa lahir berarti lantas harus bertanggungjawab terhadap urusan pemberdayaan ekonomi desa? Ini yang sering salah dipahami. Badan usaha milik desa lahir sebagai lembaga desa yang berfungsi menciptakan kesejahteraan warga dengan memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki desa dan dipersenjatai modal penyertaan dari desa. Maka tidak berarti semua urusan ekonomi desa masuk dalam ranah Badan usaha milik desa, sama sekali tidak. Soalnya di desa masih ada banyak lembaga ekonomi yang tidak masuk dalam cakupan Badan usaha milik desa bahkan tidak bisa di Badan usaha milik desakan. Maka perlu digaris-bawahi, yang paling menentukan berkembang dan tidaknya ekonomi desa adalah: Kepala Desa! Ya, bagaimanapun seluruh rangkaian proses ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan persoalan seorang kepala desa dalam menjalankan visi ekonomi untuk desanya.
Jaman sekarang ini, kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai pemberi tanda-tangan berbagai dokumen administratif dan hal-hal yang formal saja. Melainkan harus memiliki visi yang kuat, pengetahuan yang mumpuni mengenai Undang undang termasuk UU Desa, menguasai informasi terbaru mengenai potensi ekonomi desa dan memiliki kemampuan melakukan analisa terhadap berbagai peluag ekonomi baik di desa maupun di luar desanya. Dengan kata lain, sekarang ini seorang Kepala Desa harus menjadi seorang Arsitek Ekonomi Desa. Diantaranya Program Pemerintah BPNT Sembako Badan Usaha Milik Desa berperan sebagai Suplayer barang Bantuan Pangan Non tunai atau Sembako.
4.1.2  Kualitas Kinerja Puskesos, Bumdes dan E-Waroong
Kinerja pegawai secara objektif dan akurat dapat dievaluasi melalui tolak ukur tingkat kinerja. Pengukuran tersebut berarti memberi kesempatan bagi para pegawai Puskesos, Bumdes dan Agen e-waroong untuk mengetahui tingkat kinerja mereka. Memudahkan pengkajian kinerja pegawai, lebih lanjut Mitchel dalam buku Sedarmayanti (2009: 51) yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja”, mengemukakan indikator-indikator kinerja yaitu sebagai berikut: 

4.1.2.1 Kualitas kerja (quality of work)
Dalam hal ini untuk menggali kinerja Keempat Lembaga tersebut berdasarkan kualitas kerja maka dilakukan wawancara kepada 4 orang (Puskesos, Bumdes dan E- Warong) yang dilakukan pada bulan Juli dan Agustus 2020 dan diperoleh hasil:
Tabel.
	pertanyaan
	Narasumber 1 Puskesos
	Narasumber 2
Bumdes
	Narasumber 3
E-Waroong

	Bagaimana kinerja Puskesos,Bumdes dan E-Waroong
	Untuk mempasilitasi untuk jadi panitia pembagian Sembako sudah baik tinggal meningkatkan pelayanan terhadap KPM
	Distributor Barang Sembako yang difasilitasi oleh BUMDES sebagai Suplayer sudah baik tinggal ditingkatkan kualitas Barangnya
	Penggesekan di mesin edc lancar cuman masih ada atm yang keblokir dengan alasan salah nomor Pin dan biaya penggesekan yg tidak terbuka ke KPM


Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pegawai Bumdes,Puskesos dan E-Waroong  pada saat bekerja masih perlu ditingkatkan dengan maksud untuk menjadikan lebih optimal.
 
4.1.2.2 Ketepatan Waktu 
Ketepatan waktu Pegawai Puskesos, Bumdes dan E-Waroong kesesuaian antara waktu pekerjaan dennggan waktu yang ditetapkan, pegawai hendaknya melakukan kedisiplinan waktu. Dalam hal ini untuk menggali kinerja pegawai berdasarkan ketepatan waktu kerja maka dilakukan wawancara kepada 3 unsur (Puskesos,Bumdes dan e-waroong) yang dilakukan pada Juli dan Agustus 2020 dan diperoleh hasil: 


Tabel. 
	pertanyaan
	Narasumber 1 Puskesos
	Narasumber 2 Bumdes
	Narasumber 3 E-Waroong

	Apakah Bantuan Tepat sasaran Ke Keluarga Penerima Manfaat yang membutuhkan 
	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sangat dinamis dikarenakan keluarga tersebut ekonominya kadang dibawah kadang diatas sehingga Penerima manfaat kadang tidak tepat sasaran.
	Bumdes sebagai penyedia Sembako sudah baik.yang perlu ditingkatkan adalah kualitas menunya baik dan bagus. 
	Agen BNI 46 E-Warong penyedia edc jangan salah memijit nomor pin untuk mencegah terblokirnya kartu Sembako



  Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Puskesosos harus apdate data supaya keluarga penerima manfaat sesuai sasaran penerima yang betul betul membutuhkan. Bumdes sebagai penyedia Pangan non tunai harus diperhatiak kualitas gizi untuk kesehatan penerima manfaat. Dan agen Edc e-waroong jangan sampai salah pin agar tidak terjadi terblokirnya kartu sembako.

4.1.2.3 Inisiatif
Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan pekerjaan di Pusat Kesejahteraan Soasial Desa Sumbersari, Badan Usaha Milik Desa dan Agen BNI 46 EDC E-Waroong.
Dalam hal ini untuk menggali kinerja karyawan berdasarkan inisiatif maka dilakukan wawancara kepada 3 orang ( Puskesos,Bumdes,Agen BNI 46 ) yang dilakukan pada hari Juli dan Agustus dan diperoleh hasil: 

	pertanyaan
	Narasumber 1 Puskesos
	Narasumber 2 Bumdes
	Narasumber 3 Agen EDC BNI 46

	Bagaimana Kinerja Pegawai ditinjau dari segi Inisiatif Kerja?
	Harus ada insiatif turun kelapangan kerumah Keluarga penerima manfaat agar betul betul KPM tersebut layak dibantu oleh Pemerintah
	Bumdes sebagai Suplayer barangnya harus berinisiatif jangan menyediakan sayuran yg layu.daging ayam yg sdh sedikit bau efek dari pengemasan yg tidak baik
	Sebagai agen Edc jangan sampai KPM berkerumun tidak mematuhi Protokol kesehatan berinsiatif diatur KPM nya berbaris dan teratus memakai protokol kesehatan dengan menjaga jarak



 Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa inisiatif Pegawai Puskesos,Bumdes dan Agen EDC 46 BNI  perlu ditingkatkan lagi supaya sistem kerja lebih baik.
4.1.2.4 Kemampuan (Capability) 
Kemampuan yang dimaksud dalam hal ini merupakan kemampuan kerja individu dalam menyelesaikan tugas yang ditanggungnya. Kemudian untuk lebih menggali Pegawai Puskesos,Bumdes dan agen E-Waroong EDC BNI 46 berdasarkan kemampuan (Capability) terhadap pekerjaan atau tugas, maka dilakukan wawancara kepada 3 orang (Puskesos,Bumdes dan agen E-Waroong EDC BNI 46) pada Juli dan agustus 2020 diperoleh hasil: 
.. 
	pertanyaan
	Narasumber 1 Puskesos
	Narasumber 2 Bumdes
	Narasumber 3 E-Waroong

	Bagaimana Kinerja Pegawai ditinjau dari segi Kemampuan Kerja?

	Kemampuan kerja pegawai secara umum sudah memadai, hanya perlu tambahan pelatihan, diklat dan bimbingan teknis agar lebih mumpuni dari Dinsos Kabupaten atau dari Kemensos
	Pegawai sudah bisa menjalankan sesuai Paduan Umum Bantuan sosial sembako dari Kementrian Sosial tianggal ditingkatkan lagi ada bimtek dari kemendes dan kemensos.
	Pegawai E-Waroong sudah bisa melakukan penggesekan tinggal ketelitian yang ditekankan dari agen edc e-waroong



Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kapabilitas pegawai sudah baik, hanya perlu ditingkatkan melalui bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. 

4.1.2.5 Komunikasi (Communication)
 Komunikasi merupakan suatu kunci berhasil atau tidaknya proses interaksi kerja Pegawai, dimana suatu komunikasi dilakukan untuk tercapainya suatu pekerjaan. Dimana arus komunikasi perusahaan penting antara karyawan dengan pimpinan, karyawan dengan sesama karyawan dalam suatu pekerjaan. Kemudian untuk menggali pegawai berdasarkan komunikasi kerja, maka dilakukan wawancara kepada 3 orang (Puskesos,Bumdes dan agen E-Waroong EDC BNI 46) yang dilakukan pada Juli dan Agustus 2020 dan diperoleh hasil: 

	pertanyaan
	Narasumber 1 Puskesos
	Narasumber 2 Bumdes
	Narasumber 3 E-Waroong

	Bagaimana Kinerja pegawai ditinjau dari segi Komunikasi?
	Komunikasi sudah berjalan dengan baik dan selalu berupaya menjaga keharmonisan antara pegawai, bagaimanapun komunikasi adalah hal yang  sangat penting untuk mengurai permasalahan yang ada dan untuk mencari solusi yang terbaik
	Sudah tercipta pola komunikasi yang efektif yang dapat menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis
	Komunikasi selalu diupayakan berjalan dengan baik dalam bekerja, baik dalam kerja maupun dalam nonformal 



.Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi antar puskesos,Bumdes dan Agen edc bni 46 sudah baik danterus dijalan silaturahmi daring atau luring.

4.1.2.6 Focus Group Discussion
Berdasarkan observasi yang diamati secara langsung di Desa Sumbersari kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung bahwa kinerja belum optimal sehingga mengadakan Focus Group Discussion dengan 3 Kelompok yang terdiri dari Kabag, Kasubag dan Staf yang di lakukan pada  Bulan Juli dan agustus mengenai Kinerja Pukesos, Bumdes dan Agen edc e-warooong sebagai berikut:


	Tema 
	Narasumber 1 Puskesos
	Narasumber 2 Bumdes
	Narasumber 3 E-Waroong

	Menurut Pendapat saya setelah mengamati secara langsung Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung bahwasanya Kinerja Pegawai belum optimal, bagaimana menurut Saudara dalam hal ini.
	Memang benar kinerja pegawai belum optimal, hal itu di tandai target yang kami tetapkan setiap bulan berdasarkan kurangnya anggaran masih kurang tercapai, ada hasil pekerjaan yang kurang teliti diakibatkan gaji yang kurang pekerjaan yang numpuk
	Diakibatkan program Bumdes menggnadalkan program Pemerintah dengan alasan tidak adanya modal usaha sehingga Program Bumdes Stagnan.
	Mesin EDC E-Waroong tidak maksimal digunakan karena hanya dipakai Program Bansos sehingga mesin edc digunakan tidak maksimal



Berdasarkan dari Focus Group Discussion maka di ambil kesimpulan bahwa kinerja Puskesos, Bumdes dan Agen edc tidak maksimal karena mengandalkan Program Bansos Pemerintah saja.

	Tema 
	Narasumber I
Puskesos
	Narasumber II Bumdes
	Narasumber III Agen EDC

	Sesudah melakukan Wawancara dengan berbagi pihak antara lain Puskesos, Bumdes dan Agen edc kualitas kerja, ketetapan waktu, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi itu masih dikatakan belum optimal, menurut Saudara mengenai hal tersebut
	Kinerja Puskesos bila dari segi kualitas kerja sudah cukup baik namun perlu di tingkatkan lagi sehingga hasilnya lebih baik dan teliti, dari ketepatan waktu belum optimal masih ada pegawai pekerjaan yang terselesaikan tepat waktu. Dari Segi Inisiatif pegawai perlu ditingkatkan karena kadang sifat individualistisnya masih mendominasi, yang penting pekerjaan sendiri telah selesai, padahal semua pekerjaan pada akhirnya menjadi tanggung jawab organisasi secara keseluruhan kepada pemerintah daerah. Selain itu ada pegawai yang harus selalu diingatkan tentang pekerjaan yang harus dikerjakannya padahal sudah jelas itu tupoksinya dan harus segera diselesaikan. Dari segi kemampuan karyawan dalam kinerja sudah baik harus lebih di tingkatkan lagi. Dari segi Komunikasi antar staf dan pimpinan sudah baik dan selalu di upayakan lebih baik
	Kinerja Bumdes dari segi Kualitas perlu di tingkatkan lagi,terutama bagi pegawai yang masih muda, karena mereka calon-calon pimpinan yang harus mempunyai kualitas kerja yang baik. Dari segi Ketetapan waktu belum optimal masih ada karyawan yang kurang disiplin berangkat kerja tidak sesuai peraturan yang berlaku. Segi Inisiatif masih ada pegawai apabila pekerjaannya sudah terselesaikan, ya sudah tidak mengerjakan apapun lagi, hanya menunggu waktu, tidak ada inisiatif untuk membuat rencana kerja selanjutnya ataupun membantu rekan lain dalam menyelesaikian pekerjaannya. Dari segi kemampuan, masing-masing pegawai berbeda, ada pegawai yang sekali mengikutipelatihan, diklat ataupun bimbingan teknis langsung dapat menerapkan dalam pekerjaannya, dan ada yang lambat. Dari segi Komunikasi masih ada beberapa pegawai yang kurang komunikasi terutama dalam kehadiran, sehingga apabila tidak komunikasi dalam berangkat maka proses pembersihan sarang burung walet yang seharusnya selesai menjadikan tidak selesai karena tidak komunikasi dengan pihak mandor maupun pihak pemilik”.
	Ketelitian dalam bekerja agen edc sangat di perlukan mengurangi ke blokir kartu Sembako



Berdasarkan Focus Group Discussion di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Pegawai Puskesos, Bumdes dan Agen edc di Desa sumbersari kualitas kinerj belum optimalnya profesionalitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial , untuk ketepatan waktu perlu di tingkatkan kedisiplinanya, dan perlu peningkatan inisiatif. sehingga dengan hal tersebut menjadikan lebih optimal keseluruhanya.
4.2. Pembahasan
Berdasarkan hasil dari Focus Grup Discusion dari ukuran Kualitas kinerja Pusat Kesejahteraan Sosial Desa Sumbersari harus ditingkatkan profesionalitas pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap Keluarga penerima manfaat yaitu enam T, yaitu: tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. 
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional akan mendukung percepatan peningkatan kesejahteraan sosial di masyarakat. Profesionalitas ini, tidak hanya dilihat dari SDMnya tetapi juga kualitas layanan serta didukung oleh partisipasi Pekerja Sosial Kesejahteran Sosial atau Kader di masyarakat. Sasaran strategis ini didukung oleh 3 indikator, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) Kesos yang tersertifikasi, lembaga kesejahteraan Sosial yang terakreditasi, serta peningkatan Pekerja Sosial Kesejahteran Sosial atau Kader yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Badan Usaha Milik Desa Sumbersari sebagai Penyedia Barang yang ditentukan oleh Kementerian Sumberdaya manusia dan Kebudayan. Berdasarkan pedoman umum kualitas pangan harus mengandung: Karbohidrat, zat besi, Protein, dan Vitamin C. Realisasi pangannya berupa: Daging Ayam, Telur Ayam, Beras, Sayuran, Tahu Tempe dan Buah-buahan. Senilai harga 200,000 Rupiah, Dengan Kualitas pangan yang baik.
E-Warung Kube EDC BNI 46 adalah aparatur desa diberi wewenang untuk membuat Agen EDC untuk usaha biasanya Pegawai Badan Usaha Milik Desa agar bisnis tersebut hasilnya masuk ke kas Bumdes. Dalam Perjalanan menggunakan Mesin Elektronik tersebut sangat membantu Keluarga Penerima manfaat untuk penggesekan Program Sembako di Desa Sumbersari. Dan dari Pihak E-Warung sering menghimbau jangan lupa pin Kartu Kesejahteraan Sosial atau KKS supaya mengurangi Kartu terblokir. Kalau kartu terblokir akan susah diaktifkan kembali. Untuk pengaktifan kartu terblokir harus seijin kementrian sosial baru akan diaktifkan kembali oleh Pihak Bank BNI. Sementara Pengurusan KKS yang terblokir bukan satu atau dua orang tapi se indonesia maka lama proses pengaktipan kemabali Kartu Kesejahteraan Sosialnya.
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